"Penerapan Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kendaraan Vespa Produksi Sebelum Tahun 1980 (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Satuan Lalu Lintas) by Pakpahan,, Dody Tua Saputra
 PENERAPAN PASAL 285 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP 
KENDARAAN VESPA PRODUKSI SEBELUM TAHUN 1980  
( Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Satuan Lalu Lintas) 
SKRIPSI 
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu 
Hukum 
Oleh: 
DODY TUA SAPUTRA PAKPAHAN 
145010101111013 
 








PENERAPAN PASAL 285 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 
JALAN TERHADAP KENDARAAN VESPA PRODUKSI SEBELUM 
TAHUN 1980  
( Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Satuan Lalu Lintas) 
OLEH : 
DODY TUA SAPUTRA PAKPAHAN 
145010101111013 
Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : 
Mengetahui 




           Dr. Rachmad Safa’at, S.H.,M.Si 








Dr.Ismail Navianto, S.H.,M.H. 













       NIP. 19830930 200912 1 003 
 
Mengetahui, 





Dr. Yuliati, S.H., LL.M.               
NIP. 19660710 199203 2 003 
 
PENERAPAN PASAL 285 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 
JALAN TERHADAP KENDARAAN VESPA PRODUKSI SEBELUM TAHUN 
1980  
( Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Satuan Lalu Lintas) 
Dody Tua Saputra Pakpahan, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Ardi Ferdian, 
S.H., M.Kn. 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
Email : dodytua@gmail.com 
ABSTRAK 
 Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa berdasarkan pasal 285 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. Dalam pelaksanannya oleh Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya  Bagian 
Satuan Lalu Lintas belum ditegakkan sebagaimana mestinya terhadap kendaraan 
Vespa produksi sebelum tahun 1980. Kendaraan Vespa produksi sebelum tahun 1980 
tidak sesuai dengan kelengkapan kendaraan seperti dalam Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yang 
digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengambilan data, Wawancara, Angket 
(kuesioner), Observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pihak Kepolisian 
Satuan Lalu Lintas Kota Surabaya belum menerapkan pasal 285 Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
terhadap kendaraan Vespa produksi sebelum tahun 1980. 
Kata Kunci: Penerapan, Kendaraan, Vespa produksi sebelum tahun 1980 
IMPLEMENTATION OF ARTICLE 285 OF LAW OF THE REPUBLIC OF 
INDONESIA NUMBER 22 OF 2009 ON TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT 
REGARDING VESPA (MOTOR SCOOTER) MANUFACTURED EARLIER 
THAN 1980 
 
(A study in Sub-regional Police Department of Surabaya Metropolitan City of 
Road Traffic Unit) 
 
Dody Tua Saputra Pakpahan, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Ardi Ferdian, 
S.H., M.Kn. 
 






This research is based on the study on Article 285 of Law of the Republic of 
Indonesia Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transport. It was found that the 
law has not been appropriately implemented by the Traffic Unit of Sub-regional 
Police Department of Surabaya Metropolitan City regarding the Vespa motor scooters 
that are manufactured earlier than 1980. This type of two-wheeled vehicle has not met 
the requirement as regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 
2009 on Road Traffic and Transport.  
Empirical juridical research method along with socio-juridical approach was 
employed, while the data was obtained from interviews, observation, and 
questionnaire. The research result reveals that the Traffic Unit has not appropriately 
implemented Article 285 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 on 
Road Traffic and Transport related to the Vespa scooters manufactured before 1980.  
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Dody Tua Saputra Pakpahan, PENERAPAN PASAL 285 UNDANG-UNDANG REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 
JALAN TERHADAP KENDARAAN VESPA PRODUKSI SEBELUM TAHUN 1980, Mei 
2018 ( Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Satuan Lalu Lintas) Dr. Ismail 
Navianto, S.H., M.H., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn., Faculty of Law University Brawijaya. 
Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa berdasarkan pasal 285 Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam 
pelaksanannya oleh Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya  Bagian Satuan Lalu Lintas belum 
ditegakkan sebagaimana mestinya terhadap kendaraan Vespa produksi sebelum tahun 1980. 
Kendaraan Vespa produksi sebelum tahun 1980 tidak sesuai dengan kelengkapan kendaraan 
seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan. 
 Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yang 
digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengambilan data, Wawancara, Angket 
(kuesioner), Observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pihak Kepolisian Satuan 
Lalu Lintas Kota Surabaya belum menerapkan pasal 285 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan Vespa 
produksi sebelum tahun 1980. 









Dody Elders Saputra Pakpahan, the implementation of Article 285 LAWS OF THE 
REPUBLIC OF INDONESIA Number 22 Year 2009 ABOUT TRAFFIC AND 
TRANSPORTATION ROAD TOWARD THE VEHICLE VESPA PRODUCTION BEFORE 
THE YEAR 1980, May 2018 ( study in the great city of Surabaya Markas Besar Police 
Traffic Unit) Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn., Faculty of Law 
University Brawijaya. 
On this bachelor theses based on that based on Article 285 laws of the Republic of Indonesia 
Number 22 Year 2009 about Traffic and transportation road. In pelaksanannya by Markas 
Besar Police Great City Surabaya The Traffic unit has not been enforced properly against the 
vehicle Vespa production before the year 1980. Vespa vehicle production before the year 
1980 is not in accordance with the completeness of the vehicle such as in the laws of the 
Republic of Indonesia Number 22 Year 2009 about Traffic and transportation road. 
This research uses the judicial method empirical, approach that is used is the nomative 
sociological. Data loading technique, Interview, Questionnaires (questionnaire), observations. 
The results of the study showed that the police unit of Surabaya City Traffic not apply article 
285 laws of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2009 about Traffic and transportation 
road toward the vehicle Vespa production before the year 1980. 











Dewasa1 ini kendaraan bermotor1 adalah1 alat1 transportasi1 yang1 sangat1 1memudahkan 
orang1 dalam1 berpergian1 jarak1 jauh1 maupun1 jarak1 1dekat. Kendaraan1 bermotor1 adalah1 
setiap1 kendaraan1 yang1 di1 gerakkan1 oleh1 peralatan1 mekanik1 berupa1 mesin1 selain 
1kendaraan1 yang1 berjalan1 diatas1 1rel.
1
 Sepeda motor menjadi prioritas semua orang, 
tidak heran jika hampir semua keluarga memiliki sepeda motor dan membekali 
anaknya yang merupakan seorang pelajar dengan sepeda motor untuk berangkat ke 
sekolah mereka masing masing. 
Transportasi atau pengangkutan adalah sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat 
Indonesia dalam berkehidupan sehari-hari. Transportasi tersebut sangat dibutuhkan 
masyarakat Indonesia karena banyak faktor diantaranya, keadaan3 geografis3 Indonesia3 
yang3 terdiri3 dari3 ribuan3 3pulau, perairan yang sebagian besar berupa lautan yang 
mendorong pengangkutan diperlukan melalui jalur darat, laut dan udara untuk 
menjangkau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Sepeda motor1 adalah1 Kendaraan1 Bermotor1 beroda1 dua1 dengan11 atau11 tanpa11 1rumah-
rumah1 dan1 dengan1 atau1 tanpa1 kereta1 samping1 atau1 Kendaraan1 1Bermotor 1beroda 1tiga 
                                                            
1 Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1 





. Masuknya kendaraan bermotor dari berbagai Negara ke 
Indonesia yang di rangcang secara modern dan ramah lingkungan membuat dan harga 
yang terjangkau, membuat masyarakat Indonesia mudah untuk mendapatkan motor 
dengan gaya hidupnya masing-masing. 
Banyaknya kendaraan bermotor masuk di Indonesia dengan berbagai merek yang 
menembus pasar di Indonesia. Antusias masyarakat Indonesia sangat positif terhadap 
kendaraan bermotor tersebut. Namun dalam tulisan ini penulis membahas tentang 
kendaraan bermotor yang bermerek Vespa yang di Produksi di Italia. 
Vespa diproduksi oleh sebuah pabrik yang bernama piaggio. Pada awalnya pabrik 
Piaggio hanya memproduksi kapal pesiar mewah. Namun, seiring berjalannya waktu, 
Piaggio juga memproduksi lokomotif dan gerbong kereta api, mobil vans, trem, dan 
body karoseri truk. Perang Dunia ke I berpengaruh juga pada perkembangan Piaggio 
yang memproduksi pesawat terbang. Pada tahun 1917 Piaggio membangun pabrik di 
Pisa tepatnya di Pontedera dan menjadi pusat produksi pesawat (propellers, mesin 




Pada saat perang dunia II Enrico1 Piaggio1 anak1 dari1 Rinaldo1 Piaggio1 1perekonomian 
di1 Italia1 sedang1 1buruk, 1lalu 1Enrico 1memutuskan 1untuk 1mendesain 1alat 1transportasi 
murah1 dan1 1bekerjasama 1dengan 1D’Ascanio 1yaitu 1insinyur 1di 1bidang 1penerbangan 
yang1 membuat1 helikopter1 modern1 pertama1 1Piaggio,lalu1 mereka1 membuat1 1revolusi 
                                                            
2 Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1 
pasal 1ayat (20) 
3 Dikutip dari http://www.infobacan.com/2015/05/sejarah-vespa-piaggio-indonesia-model-klasik-
modern.html  diaskes tanggal 17 Januari 2018 Pukul 11:00 
3 
 
kendaraan1 1baru, 1dengan 1membayangkan 1kendaraan 1dengan 1menggunakan 
“monocoque” 1yaitu 1garpu 1depan 1yang 1menjepit 1ban 1seperti 1ban 1pesawat 1sehingga 
mudah1 untuk1 penggantian1 1ban, dan1 1hasilnya 1sebuah 1desain, 1yang 1terinspirasi 1dari 
1pesawat, yang1 sampai1 saat1 ini1 berbeda1 dengan1 1kendaraan 1lain
4
. Vespa1 yang1 1pertama 
kali1 di1 keluarkan1 produk1 motor1 yang1 berseri1 1MP5 (moto piaggio 5) 1paperino 1pada 
tahun1 1 943. 
Vespa congo sangat berpengaruh terhadap masuknya kendaraan vespa di 
Indonesia. Vespa congo adalah vespa yang di berikan pemerintah 1 terhadap1 1pasukan 
penjaga1 perdamaian1 1Indonesia yang bertugas di congo. Indonesia1 mulai1 turut1 serta1 
mengirim1 pasukannya1 sebagai1 bagian1 dari1 pasukan1 penjaga1 perdamaian1 PBB1 sejak1 
1957. 
Vespa adalah kendaraan bermotor yang masuk1 ke1 Indonesia1 pada1 tahun1 1960 
1melalui 1ATPM (Agen1 Tunggal1 1Pemegang1 11Merk) 1PT 1Danmotors 1Vespa 
Indonesia/DVI1 di 1Pulo 1Gadung 1Jakarta 1yang 1sekarang 1sudah 1tidak aktif lagi
5
. Pada 
tahun itu Vespa termsuk barang mahal yang mempunyai nilai tinggi dalam 
penjualannya. Vespa dapat dikatakan kebutuhan tersier pada masa itu di Indonesia . 
Dalam perkembangan kendaraan bermotor yang semakin maju, semakin banyak 
pula standar sebuah kendaraan bermotor. Sesuai dengan kapasitas maupun kinerja 
dan kelayakan kendaraan tersebut yang diatur dalam Undang-Undang4 Republik4 
Indonesia4 Nomor4 224 tahun4 20094 tentang4 Lalu4 Lintas4 dan4 Angkutan4 Jalan4 telah4 diatur 
                                                            
4Dikutip dari  https://www.kompasiana.com/andreasmartin/vespa-dan 
sejarah_54f3fac4745513992b6c84b1  diakses tanggal 17 Januari 2018 Pukul 13:00 
5Dikutip dari https://nickyaje.wordpress.com/2016/01/10/sejarah-vespa-masuk-di-indonesia/ diakses 
tanggal 17 Januari 2018 Pukul 09:30 
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syarat 1teknis 1dan 1laik 1jalan 11kendaraan 1bermotor. Yang menunjukkan standar 
kendaraan bermotor yang layak di Indonesia. 
Dalam pasal 106 ayat5 (3) 5 5Undang-Undang 5Nomor 225 5Tahun 52009 5tentang 5Lalu 
Lintas5 dan5 Angkutan5 5jalan 5tertulis “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan 
Bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak 
jalan”. Persyaratan teknis diatur dalam pasal 48 
Pasal 48: 
1. Setiap1 kendaraan1 bermoto1r yang1 dioperasikan1 di1 jalan1 harus1 memenuhi1 
persyaratan1 teknis1 dan1 laik1 jalan1 





e. Rancangan1 1teknis 1kendaraan 1sesuai1 1dengan 1peruntukannya1 
f. Pemuatan 
g. Penggunaan 
h. Penggandengan kendaraan bermotor 
i. Penempelan kendaraan bermotor 
3. Persyaratan1 laik1 jalan1 sebagaimana1 dimaksud1 pada1 ayat1 (1) 1ditentukan 
oleh1 kinerja1 minimal1 kendaraan1 bermotor1 yang1 di1 ukur1 1sekurang-
kurangnya 1terdiri1 atas1 
a. Emisi gas buang 
b. Kebisingan suara 
c. Efisiensi sistem rem utama 
d. Efisiensi sistem rem parkir 
e. Kincup roda depan 
f. Daya1 pancar1 dan1 arah1 sinar1 lampu1 utama1 
g. Radius putar 
h. Akurasi alat penunjuk kecepatan 
i. Kesesuaian1 kinerja1 roda1 dan1 kondisi1 ban1 




Dalam peraturan tersebut peran penegak hukum sangat lah penting dalam 
menegakkan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 
Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1. Transportasi jalan 
raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja 
polisi lalu-lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk 




Hasil 1pra1 survey1 yang1 dilakukan11 penulis di kota Surabaya, vespa produksi 
sebelum tahun 1980 tidak sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang1 Republik1 
Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1. Vespa 
tersebut masih banyak di pakai dan masih beroperasi di jalanan kota Surabaya. 
Berikut jumlah club Vespa dan anggotanya di kota Surabaya.   
Tabel 1.1 Jumlah Komunitas/Club Vespa di Kota Surabaya 
NO Nama Club Vespa Jumlah Anggota 
1 SCOOTER SURABAYA CLUB (SCC) 35 ORANG 
2 CREATIFE VESPA SURABAYA 
(CREVAS) 
50 ORANG 
3 SURABAYA METROPOLIS 
SCOOTER  (SMS) 
30 ORANG 
4 SCOOTER BIKERS CLUB (SBC) 60 ORANG 
                                                            
6 Andrew R Cecil, et al, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Nuansa, Bandung, 2011, hal. 27 
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6 SCOOTER GARIS KERAS(SGK) 25 ORANG 
7 OKKASSI 45 ORANG 
8 CANGKRUAN SCOOTER 
SUROBOYO (CSS) 
38 ORANG 
9 KOCAK-KACIK 4O ORANG 
10 SCOOTER CLUB (SC) 35 ORANG 




12 VESPA COWBOY SURABAYA 30 ORANG 
13 VESPA SOERABAJA METOKEK 
(VSM) 
25 ORANG 
Sumber: Data Sekunder, Dioleh, 2018 
 
Mengacu kepada data survey yang di lakukan penulis pengendara Vespa yang 
masuk club/komunitas sekitasr 493 kendaraan Vespa. Namun setelah diteliti, ada juga 
pengendara Vespa di Surabaya yang tidak masuk club maupun komunitas karena 
alasan-alasan tertentu. 
Dalam hal ini pengendara vespa produksi sebelum tahun 1980 ada acuan-acuan 
yang harus di perhatikan sesuai peraturan yang berlaku. Aturan yang dimaksud 
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terdapat pada pasal 285 ayat (1) dalam Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 
221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1 dijelaskan bahwa 
“setiap1 orang1 yang13 mengemudikan13 Sepeda13 Motor1 3di1 3jalan1 yang1 1tidak 
memenuhi1 syarat1 teknis1 dan1 laik1 jalan1 yang1 meliputi1 kaca1 1spion, 1klakson, 
lampu1 1utama, lampu1 1rem, lampu1 1penunjuk 1arah, alat1 pemantul1 1cahaya, 1 alat 
pengukur1 1kecepatan, knalpot1 dan1 kedalaman1 alur1 ban1 1sebagaimana 
dimaksud1 dalam1 pasal1 1061 ayat1 (3) jucto1 pasal1 481 aya1t(2) dan1 1ayat (3) 
dipidana1 kurungan1 paling1 lama1 11 (satu) bulan1 atau1 denda1 paling1 1banyak 
Rp250.000,00 (dua1 ratu1s lima1 puluh1 1ribu)” 
 
Vespa produksi tahun sebelum tahun 1980 secara orisinilnya yang dibuat langsung 
oleh pabrik piaggio tidak sesuai dengan standar kendaraan Undang-Undang1 Republik1 
Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1. Dapat 
dilihat dari vespa itu sendiri menurut survey yang dilakukan penulis vespa produksi 
tahun sebelum 1980 tidak memiliki lampu penunjuk arah yang dimana kegunaan 
lampu ini sangat lah penting disaat berkendara di jalan raya. Karena sudah termasuk 
barang yang sudah lama vespa produksi tahun sebelum 1980 tidak memiliki alat 
pengukur kecepatan sehingga dapat mempengaruhi pengendara dalam mengukur laju 
kecepatan kendaraan tersebut. Vespa produksi sebelum tahun 1980 dari knalpot 
sangatlah mengganggu pengendara lain karena sangat bising dan menimbulkan 
banyak asap. 
Dari uraian diatas ada permasalahan yang menerangkan jelas adanya 
ketidaksesuaian antara kenyataan yang terjadi dalam masyarakat khususnya di kota 
Surabaya dengan kenyataan yang seharusnya ada di dalam masyarakat seperti yang 
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diemban Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 
Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1. 
Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji 
permasalahan tersebut dengan judul: “Penerapan  pasal 285 Undang-undang1 
Republik1 Indonesia1 No1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 angkutan1 jalan1  
terhadap kendaraan vespa produksi sebelum tahun 1980 ( Studi di Kepolisian 
Resor Kota Besar Surabaya)” 
B.Orisinalitas Penelitian 
Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian 
No Tahun 
Penelitian 
Nama Peniliti dan 
Asal Instansi 
Judul Penelitian Rumusan 
Masalah 
1 2016 Sri Rahayu 
Universitas Lampung  
Presepsi masyarakat 
terhadap pelanggaran 
lalu lintas berdasarkan 
UU5 no 225 5tahun 20095 
di 55desa 5bahway 









UU5 no5 225 5tahun 












280 UU no 20 tahun 
2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan 




Pasal 280 UU no 
20 tahun 2009 
tentang Lalu 
Lintas dan 





Pasal 280 UU no 
20 tahun 2009 
tentang Lalu 
Lintas dan 






C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang 1permasalahan1 1diatas, 1maka 1dapat1 1dirumuskan 
permasalahan1 1sebagai1 1berikut: 
1. Bagaimana Penerapan pasal 285 Undang-Undang Republik1 Indonesia1 Nomor1 
221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1 tahun terhadap 
kendaraan vespa produksi sebelum tahun 1980? 
2. Apa hambatan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya 
dalam menerapkan  pasal 285 Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1  Nomor1 
22 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1 tahun terhadap 
kendaraan vespa produksi sebelum tahun 1980? 
D.Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari1 penelitian1 ini1 adalah1 1sebagai 1berikut: 
1. Mengetahui dan menganalisis tentang penerapan pasal 285 Undang-Undang1 
Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 
Jalan1 di1 1Kepolisian 1Resor 1Kota 1Besar 1Surabaya1 terhadap vespa produksi 
sebelum tahun 1980 
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapan pasal 285 
Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 





A. Manfaat Teoritis 
Melalui penelitian1 ini1 diharapkan1 dapat1 memberikan1 perkembangan1 ilmu1 hukum1 
pidana yang terkait mengenai pasal 285 Undang-undang Republik Indonesia No 
22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan  terhadap kendaraan vespa 
produksi sebelum tahun 1980 
B. Manfaat Praktis  
1. Bagi aparat kepolisian Lalulintas, penelitian ini dapat dijadian referensi bagi 
pihak yang berwajib bahwa yang kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak 
sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Nomor 22 tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan 
2. Bagi masyarakat, memberikan tambahan teori dan informasi khususnya pada 
pengguna kendaraan vespa produk sebelum 1980 bahwa adanya peraturan 
kendaraan bermotor sesuai Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 
tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1 di kota Surabaya 
3.  Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dokumen 
akademisi yang berguna sebagai referensi untuk penulisan perkembangan 
Lalu lintas dan penerapan pasal dalam Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 






Untuk mempermudah pemahaman materi, maka penelitian ini dibagi menjadi 
5 (lima) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Di bawah 
ini adalah uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut: 
Bab I. Pendahuluan 
Pada bagian ini berisi mengenai latar1 belakang1 1masalah, 1rumusan 
1masalah, 1tujuan 1dari 1penelitian, 1manfaat 1penelitian, dan sistematika penulisan 
untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap sistematika skripsi ini. 
Bab II. Tinjauan Pustaka 
Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian dan istilah serta 
aturan-aturan yang berhubungan dengan Penerapan pasal 285 Undang-
Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan terhadap kendaraan Vespa produksi sebelum tahun 1980. 
Sumber-sumber pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam bab ini diperoleh 
dari literatur , jurnal, dan informasi-informasi dari internet yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas oleh peneliti. 
Bab III. Metode Penelitian 
Dalam bab ini, dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan yang 
dipakai hingga analisis bahan hukum. Adapun isi dari bab ini meliputi: 
 a. Jenis Penelitian ; 
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 b. Jenis Pendekatan ; 
 c. Alasan Pemilihan Lokasi ; 
 d. Sumber Data ; 
 e. Teknik Pengumpulan Data ; 
 f. Populasi, Sampel dan Responden  
 g. Teknik Analisis Data ; 
 h. Defenisi Operasional ; 
Bab IV. Hasil dan Pembahasan 
Dalam bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang antara lain 
mengenai gambaran lokasi penelitian secara umum, kondisi di lapangan, 
kendala dan upaya untuk mengatasi masalah dalam Penerapan pasal 285 
Undang-Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan Vespa produksi sebelum tahun 1980, 
serta analisis dan pembahasan yang diberikan oleh peneliti terhadap data 
primer dan data sekunder yang diperoleh selama penelitian. 
Bab V. Penutup 
Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan 
sendiri ialah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil 
analisis dalam sebuah penelitian. Sedangkan saran ialah usul atau masukan 
dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Dan ke depannya 
masukan yang terdapat di dalam saran bisa ditujukan kepada pihak yang 




Daftar pustaka sendiri berisi sumber atau bahan rujukan yang 
digunakan oleh peneliti dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. 
























A. Pelanggaran Lalu Lintas 
  Lalu lintas adalah wadah atau tempat transportasi untuk melakukan mobilitas 
yang memadukan atau penghubung wilayah satu dengan yang lain. Sehingga 
dengan perkembangan zaman yang cepat dan banyaknya transportasi maka lalu 
lintas perlu di kembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau 
seluruh wilayah dan pelosok daratan. 
  Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara 
berkesinambungan dan harus di tingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan 
pelayanan masyarakat dan1 antar1 unsur1 terkait1 serta1 terciptanya1 keamanan1 dan1 
ketertiban1 masyarakat1 dalam1 penyelesaian1 lalu1 lintas1 dan1 angkutan1 1jalan, 1serta 
dalam pengembangannya mewujudkan sistem tranportasi nasional yang handal 
dan terpadu. 
  Dalam memahmi lalu lintas, penulis akan menyajikan pengertian lalu lintas 
menurut Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 
Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1 maupun pendapat para pakar. Menurut pasal 1 
Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 
dan1 Angkutan1 Jalan1 lalu lintas di defenisikan sebagai gerak1 kendaraan1 dan1 1orang 
diruang1 lalu1 lintas1 jalan, adalah prasarana diperuntukkan1 bagi1 gerak1 pindah1 
1kendaraan, 1orang, 1dan 1barang 1yang 1berupa 1jalan 1dengan 1fasilitas pendukunnya.  
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  Pengertian dan defenisi-defenisi lalu lintas diatas1 dapat1 disimpulkan1 1bahwa 
lalu1 lintas1 dalam1 arti1 luas1 adalah1 setiap1 hal1 yang1 berhubungan1 1dengan jalan umum 
sebagai sarana untuk mencapai suatu tujan atau tempat yang hendak dituju . Selain 
dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dapat dijuga diartikan dalam 
arti sempit yaitu  hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat 
penggerak dari1 satu1 tempat1 ke1 tempat1 lain1 yang menggunakan jalan sebagai ruang 
geraknya. 
  Bermotor adalah1 setiap1 kendaraan1 yang1 digerakkan1 oleh1 peralatan1 1teknik 
yang1 1ada 1pada 1kendaraan 1itu 1dan 1biasanya 1dipergunakan 1untuk 11pengangkutan 
orang1 atau1 barang1 dijalan1 selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel 
 Kendaraan bermotor adalah1 semua1 kendaraan1 yang1 beroda1 dua1 atau1 1lebih 
yang1 1didarat 1digunakan 1untuk 1mengangkut 1barang 1dan 1atau 1orang 1yang 
1digerakkan 1dengan 1motor 1yang 1dijalankan 1dengan 1bensin, 1dengan 1minyak 1lain 
atau1 gas1 yang1 ada1 dalam1 lalu1 lintas 
 Sepeda motor adalah kendaraan bermotor berroda dua2 2dengan 2atau 2tanpa 
rumah-rumah2 dan2 dengan2 atau2 tanpa2 kereta2 samping2 atau2 Kendaraan2 2bermotor 
beroda2 tiga2 tanpa2 2rumah-rumah. 
 Syarat teknis1 dan1 laik1 jalan1 kendaraan1 bermotor1 pasal1 148 Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 22 tahun 20099 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan : 
 Pasal 48 
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan 
 harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 
(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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 terdiri atas: 
 a. susunan; 
 b. perlengkapan; 
 c. ukuran; 
 d. karoseri; 
 e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan 
 peruntukannya; 
 f. pemuatan; 
 g. penggunaan; 
 h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau 
 i. penempelan Kendaraan Bermotor. 
(3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
oleh kinerja  minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-
kurangnya terdiri atas: 
 a. emisi gas buang; 
 b. kebisingan suara; 
 c. efisiensi sistem rem utama; 
 d. efisiensi sistem rem parkir; 
 e. kincup roda depan; 
 f. suara klakson; 
 g. daya1 pancar1 dan1 arah1 sinar1 lampu1 1utama; 
 h. radius putar; 
 i. akurasi alat penunjuk kecepatan; 
 j. kesesuaian1 kinerja1 roda1 dan1 kondisi 1ban; dan 
 k. kesesuaian daya1 mesin1 penggerak1 terhadap1 berat1 1Kendaraan. 
 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan 
sebagaimana dimaksud     pada ayat (2) dan ayat(3) diatur dengan 
peraturan pemerintah. 
 
 Menurut tata5 bahasa5 pelanggaran5 adalah5 suatu5 kata5 jadian5 atau5 kata5 5sifat 
yang5 berasal5 dari5 kata5 langgar5 5yang 5mendapat 5awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata 
pelanggaran sendiri adalah suatu kata yang2 berasal2 dari2 kata2 2langgar 2yang 
menunjukan2 orang2 yang2 melakukan2 delik2 itu2 atau2 subjek2 2pelaku. Jadi2 pelanggaran2 
adalah2 merupakan2 kata2 keterangan2 bahwa2 ada2 sesorang2 yang2 melakukan2 suatu2 2hal 
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yang2 bertentangan2 dari2 ketentuan2 undang-undang2 yang2 2berlaku. 2Berdasarkan 
pengertian2 tersebut2 dapat2 menunjukan2 bahwa2 pelanggaran2 adalah2 2menyalahi 
aturan2 undang-undang2 hukum2 atau2 melawan2 hak2 perjanjian2 dan2 2sebagainya. 
 Menurut KUHP buku ketiga Pelanggaran yang di maksud adalah orang yang 
baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut 
tercantum dalam undang-undang, istilahnya (delik undang-undang). Buku  III 
KUHP pasal 489 sampai dengan 569. 
 Menurut Wirjono Prodjodikoro pelanggaran adalah “overtredingen” 2atau 
pelanggaran2 2berarti 2suatu 2perbuatan 2yang 2melanggar 2dan 2berhubungan 2dengan 
2hukum, 2berarti tidak2 lain dari2 pada2 perbuatan2 melawan2 2hukum
7
. 
 Pelanggaran menurut Bambang Poermono adalah Politis-on recht 




 Dengan adanya pengertian-pengertian dan keterangan-keterangan diatas, 
maka kesimpulan ditarik penulis bahwa pelanggaran adalah perbuatan atau 
tindakan yang tidak sesuai, bertentangan serta berlawanan yang dimana tindakan 
menyalahi aturan-aturan yang tertulis dalam undang-undang. 
B. Teori Penegakan Hukum 
Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu Negara 
hukum, karena dengan penegakan hukum maka tujuan hukum, yakni keadilan, 
kepastian hukum, dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat. 
                                                            
7 Wirjono Prodjodikoro,Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, 2003 Hlm 33 
8 Bambang Poermono,  Dalam Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002 Hlm 40 
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Masyarakat adalah sekumpulan orang yang dimana akan munculnya hukum untuk 
mengatur tata cara kehidupan di dalam masyarakat tersebut. 
Setiap Negara memiliki hukum yang berbeda-beda melihat kultur maupun 
budaya yang telah ada dalam masyarakat tersebut. Sejak Negara itu mencampuri 
banyak bidang kegiatan daan pelayanan masyarakat, maka memang campur tangan 
hukum juga semakin intensif, seperti dalam  bidang kesehatan, perumahan, produksi, 




Menurut Soerjono2 2soekanto, 2penegakan 2hukum 2adalah 2kegiatan menyerasikan 
hubungan 2nilai-nilai 2yang 2terjabarkan d2idalam 2kaidah-kaidah/pandangan2 nilai yang 
benar2 dan2 sikap2 tindak2 sebagai2 rangkaian2 penjabaran2 nilai2 tahap2 akhir2 2untuk 
menciptakan2, memelihara2 dan2 mempertahankan2 kedamaian2 pergaulan2 2hidup
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Penegakan hukum adalah proses penegakan norma-norma2 secara2 nyata2 sebagai2 
pedoman2 pelaku2 dalam2 lalu2 lintas2 atau2 2hubungan-hubungan 2hukum 2dalam 2kehidupan 
bermasyarakat2 dan2 2bernegara. 2Penegakan 2hukum 2merupakan 2usaha 2untuk 




                                                            
9 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2014 Hlm191 
10 Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis). Sinar Baru 
:Bandung.2001.Hlm.14 








1. Konsep4 penegakan4 hukum4 yang4 bersifat4 total4 (total4 enforcement4 4concept) 
yang4 menuntut4 agar4 semua4 nilai4 yang4 ada di4 4belakang 4norma 4hukum 
tersebut4 di tegakkan tanpa terkecuali 
2. Konsep hukum yang bersifat2 penuh2 (full2 enforcement2 2concept) 2yang 
menyadari2 bahwa2 konsep2 total2 perlu2 dibatasi2 dengan2 hukum2 2acara 2dan 
sebagainya2 demi2 kepentingan2 individual 
3. Konsep penegakan1 hukum1 actual1 (actual1 enforcement1 1concept) 1yang 
muncul1 setelah1 diyakini1 adanya1 diskresi1 dalam1 penegakan1 hukum1 1karena 
1keterbatasan-keterbatasan, baik1 yang1 berkaitan1 dengan1 sarana-prasarana, 
kualitas1 sumber1 daya1 1manusianya, 1kualitas 1perundang-undangannya 1dan 
kurangnya1 partisipasi masyarakat. 
Dalam penegakan hukum di Indonesia yang dilaksanakan oleh penegak hukum 
memiliki beberapa1 faktor1 yang1 mempengaruhi1 penegakan1 hukum1 1tersebut. Berikut 
faktor-faktor5 yang5 mempengaruhi5 penegakan5 hukum5 menurut5 Soerjono5 5Soekanto.
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1. Faktor hukum 
                                                            
12 Marjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana kumpulan karanagn buku 
kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas 
Indonesia, Jakarta, 1997. Hlm45 
 
13 Soerjono Soekanto Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cetakan kelima  :Raja 
Grafindo Jakarta2004 Hlm 42 
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Dalam hal2 ini2 yang2 dimaksud2 adalah2 2undang-undang 2dibuat 2tidak 2boleh 
bertentangan2 dengan2 ideologi2 2negara, 2dan 2undang-undang 2dibuat 2haruslah 
menurut2 ketentuan2 yang2 mengatur2 kewenangan2 pembuatan2 2undang-
undang sebagaimana2 diatur2 dalam2 Konstitusi2 2negara, 2serta 2undang-undang 
2dibuat haruslah2 sesuai2 dengan2 kebutuhan2 dan2 kondisi2 masyarakat2 di2 2mana 
undang-undang2 tersebut2 2diberlakukan. 
2. Faktor1 Penegak1 1Hukum 
Pihakpihak2 yang2 secara2 langsung2 terlibat2 dalam2 bidang2 2penegakan 2hukum. 
Penegak2 hukum2 harus2 menjalankan2 tugasnya2 2dengan baik 2sesuai dengan 
peranannya2 2masing-masing 2yang 2telah 2diatur 2dalam 2peraturan perundang-
undangan2. 2Dalam 2menjalankan tugas2 2tersebut 2dilakukan 2dengan 
mengutamakan2 keadilan2 dan2 2profesionalisme, 2sehingga 2menjadi 2panutan 
masyarakat2 serta2 dipercaya2 2oleh 2semua 2pihak 2termasuk 2semua 2anggota 
2masyarakat. 
3. Faktor Masyarakat 
Penegak4 hukum4 berasal4 dari4 masyarakat4 dan4 4bertujuan 4untuk 4mencapai 
kedamaian4 di4 dalam4 4masyarakat. 4Setiap 4warga 4masyarakat 4atau 4kelompok 
sedikit4 4banyaknya 4mempunyai 4kesadaran 4hukum, persoalan4 yang4 4timbul 
adalah4 taraf4 4kepatuhan 4hukum, yaitu4 kepatuhan4 hukum4 4yang 4tinggi, 
sedang4, 4atau 4kurang. 4Adanya 4derajat 4kepatuhan 4hukum 4masyarakat 
terhadap4 4hukum, 4merupakan 4salah s4atu 4indikator 4berfungsinya 4hukum 
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yang4 4bersangkutan. Maksudnya4 warga4 masyarakat4 harus4 mengetahui4 4dan 
memahami4 hukum4 yang4 b4erlaku, 4serta 4menaati 4hukum 4yang 4berlaku 
dengan4 penuh4 kesadaran4 4akan penting 4dan perlunya4 hukum4 4bagi 
kehidupan4 4masyarakat. 
4. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 
Sarana2 atau2 fasilitas2`tersebut 2mencakup2 2tenaga 2manusia 2yang 2terdidik 2dan 
2terampil, 2organisasi 2yang b2aik, 2peralatan 2yang 2memadai, 2keuangan 2yang 
2cukup, dan2 2sebagainya. Ketersediaan2 sarana2 dan2 fasilitas2 yang2 2memadai 
merupakan2 suatu2 keharusan2 bagi2 keberhasilan2 penegakan2 2hukum. 
5. Faktor Kebudayaan 
Dalam kebudayaan5 5sehari-hari, orang5 5begitu 5sering 5membicarakan 5soal 
5kebudayaan. 5Kebudayaan menurut5 Soerjono5 5Soekanto, 5mempunyai 5fungsi 
yang5 sangat5 besar5 5bagi manusia5 dan5 5masyarakat, 5yaitu 5mengatur 5agar 
manusia5 dapat5 mengerti5 bagaiman5a5 5seharusnya 5bertindak, 5berbuat, 5dan 
menentukan5 sikapnya5 kalau5 mereka5 berhubungan5 dengan5 5orang 5lain. 
Dengan5 5demikian, 5kebudayaan 5adalah suatu5 5garis 5pokok 5tentang 
perikelakuan5 yang5 menetapkan5 5peraturan 5mengenai5 5apa 5yang 5harus 




C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Satuan 
Lalu Lintas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan 
Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah3 salah3 satu3 fungsi3 3pemerintahan 
negara3 di3 3bidang 3pemeliharaan 3keamanan 3dan 3ketertiban 3masyarakat, 3penegakan 
3hukum, 3perlindungan, 3pengayoman, 3dan 3pelayanan 3kepada 3masyarakat, 3yang 
bertujuan3 untuk3 mewujudkan3 keamanan3 dalam3 negeri3 yang3 meliputi3 3terpeliharanya 
keamanan3 dan3 ketertiban3 3masyarakat, 3tertib 3dan 3tegaknya 3hukum, 3terselenggranya 
3perlindungan, 3pengayoman, 3dan 3pelayanan 3kepada 3masyarakat, serta3 3terbinanya 
ketentraman3 masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. 
Polisi sudah5 sangat5 familiar5 dengan5 5masyarakat. 5Keberadaannya 
bersinggungan5 langsung5 dengan5 5masyarakat. 5Ada 5banyak 5unit yang5 5berada 5dalam 
lembaga5 kepolisian5 RI. 5Misalkan 5saja 5unit cyber crime yang 5melindungi 
masyarakat 5dari5 kejahatan5 pelanggaran5 hukum5 di5 dunia5 maya5 dan5 5SATLANTAS 
(Satuan5 Lalu5 5Lintas) yang5 mengatur5 mengenai5 kehidupan5 lalu5 lintas5 di5 5jalanan 
5umum.  
Fungsi5 dari5 kepolisian5 sudah5 ditetapkan5 oleh5 5pemerintah. 5Berarti 
keberadaannya5 telah5 dijamin5 pula5 oleh5 5pemerintah. Menurut Pasal 2 UU No. 2 
Tahun2 20022 tentang2 Kepolisian2 Negara2 Republik2 Indonesia2 Menyebutkan2 bahwa: 
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“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” 
Kepolisian1 Negara1 RI1 biasanya1 juga1 membantu1 1keberlangsungan 
lembaga-lembaga1 pemerintahan11 lain. Contohnya Polisi mengatur4 lalu4 lintas4 4agar 
tidak4 terjadi4 kecelakan4 maupun4 4kemacetan. Keberadaan5 kepolisian5 sudah5 5merata 
mulai5 dari5 tingkat5 pusat5 hingga5 5daerah-daerah.  
Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali (Pengaturan Penjagaan 
Pengawalan dan Patroli) lalu lintas, Dikmaslantas (Pendidikan masyarakat lalu 
lintas), pelayanan5 registrasi5 dan5 identifikasi5 kendaraan5 bermotor5 dan5 5pengemudi, 
penyidikan5 kecelakaan5 lalu5 lintas5 dan5 5penegakan 5hukum 5di 5bidang 5lalu 5lintas. 
Satlantas5 menyelenggarakan5 5fungsi: 
a. Pembinaan5 lalu5 lintas5 5kepolisian; 
b. Pembinaan5 partisipasi5 masyarakat5 melalui5 kerja5 sama5 lintas5 5sektoral, 
Dikmaslantas5, dan5 5pengkajian 5masalah 5di 5bidang 5lalu 5lintas; 
c. Pelaksanaan5 5operasi 5kepolisian 5bidang 5lalu 5lintas 5dalam 5rangka 5penegakan 
hukum5 dan5 5keamanan, 5keselamatan, 5ketertiban, 5kelancaran 5lalu 5lintas 
(Kamseltibcarlantas); 




e. Pelaksanaan5 patroli5 5jalan 5raya 5dan 5penindakan 5pelanggaran 5serta 5penanganan 
kecelakaan5 5lalu 5lintas 5dalam 5rangka 5penegakan 5hukum, 5serta 5menjamin 
Kamseltibcarlantas5 5di jalan5 5raya; 
f. Pengamanan5 dan5 penyelamatan5 masyarakat5 5pengguna 5jalan; 5dan 
g. Perawatan5 dan5 5pemeliharaan 5peralatan 5dan 5kendaraan14. 
 
D. Vespa Produksi Sebelum tahun 1980 
Vespa5 adalah5 merek5 sepeda5 motor5 jenis5 skuter5 yang5 berasal5 5dari 5Italia. 
Perusahaan5 5induk 5dari 5Vespa, 5adalah 5Piaggio. 5Pada awal5 5kedatangannya 5Vespa 
mempunyai5 5saingan 5berat 5skuter 5Lambretta, 5sekarang 5otomatis 5Vespa 5sebagai 5motor 
skuter5 konvensional5 tidak5 mempunyai5 saingan5 5lagi. 5Pasar 5sepeda 5motor 5Indonesia 
yang5 unik5 tidak5 memberikan5 kesempatan5 kepada5 Vespa5 untuk5 menjadi5 5besar. 5Merek 
yang5 diedarkan5 oleh5 PT5 Dan5 Motor5 Indonesia5 in5i mempunyai5 penggemar5 5fanatik, 
dan5 klub-klub5 penggemar5 Vespa5 (terutama5 Vespa5 5klasik) menjamur5 diberbagai5 5kota 
di5 5Indonesia, 5Juga 5sering 5disebut 5Piaggio 5Kodok 5karena 5mirip5 VW5 5Kodok dan 
Vespa5 menjadi5 salah5 satu5 alat5 transportasi5 yang5 modern5 sampai5 saat5 5ini. Vespa5 5juga 




                                                            
14 Dikutip dari http://polrestabessurabaya.com/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantas- 
diaskes tanggal 11Maret 2018 Pukul 13:00 
 
15 Di kutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Vespa diakses tanggal 23 Januari pukul 08:00 
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Vespa termasuk kedalam kendaraan bermotor mengingat pasal 1 ayat (8) Undang-
Undang4 Republik4 Indonesia4 Nomor4 224 tahun4 20094 tentang4 Lalu4 Lintas4 dan 
Angkutan4 4Jalan. 
“kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”. 
Dalam kendaraan bermotor dibedakan menjadi beberapa begian mengingat pasal 3 




“Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a berdasarkan 
jenis dikelompokkan kedalam: 
1. Sepeda motor 
2. Mobil penumpang 
3. Mobil bus  
4. Mobil barang dan 
5. Kendaraan khusus” 
Vespa termasuk kedalam sepeda motor mengingat pasal 1 ayat (20) Undang-
Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 
Angkutan1 Jalan1. 
                                                            
16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 
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“Sepeda motor1 adalah kendaraan bermotor beroda11 dua11 dengan11 atau11 11tanpa 
1rumah-rumah1 dan1 dengan1 atau1 tanpa1 kereta1 samping1 atau1 kendaraan1 
bermotor1 beroda1 tiga1 tanpa1 1rumah-rumah” 





                                                            







  Sejak di produksi pada awal 1946 skuter yang berasal dari Italia ini tidak ada 
kaca spion yang dimana kaca spion sangatlah membantu pengendara dalam 
berkendara agar lebih berhati-hati. Dalam gambar yang ada, dapat kita lihat juga 
bahwa Vespa produksi sebelum tahun 1980 tidak memiliki lampu penunjuk arah 
yang dimana lampu penunjuk arah ini membantu pengendara lain yang berada di 
belakang. Bahayanya jika tidak memiliki lampu penunjuk arah adalah bisa 
terjadinya kecelakaan karena tidak ada tanda yang di berikan pada saat mau belok 
kiri atau kanan. Mungkin pada saat Vespa ini di produksi belum  banyak kendaraan 
pada saat itu. Namun mengingat dimasa sekarang kendaraan Vespa produksi 
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sebelum 1980 sangatlah berbahaya jika di kendarai di jalan raya melihat kota 
Surabaya adalah kota terbesar ke dua di Indonesia. 
  Menurut survey yang dilakukan penulis kendaraan Vespa produksi sebelum 
tahun 1980 memiliki suara bising yang menggangu kendaraan lain yang berada di 
jalan mengingat pasal 48 ayat (2) huruf b kebisingan suara. Suara dari knalpot 
Vespa tersebut bukan hasil modifikasi ataupun semacamnya namun knalpot tersebut 
secara orisinil yang di keluarkan oleh pabrik piaggio pada saat itu. Melihat zaman 
yang semakin modern dan banyaknya kendaraan dijalan memerlukan akurasi alat 
penunjuk kecepatan yang memudahkan pengendara dalam berkendara di jalanan. 
Namun menurut survey yang di lakukan penulis hampir secara keseluruhan Vespa 
produksi sebelum tahun 1980 yang berada di Surabaya tidak memiliki alat penunjuk 
kecepatan, adapun alat tersebut tidak berfungsi atau hanya jadi penghias kendaraan 
Vespa tersebut. 
E. Pasal 285 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 20099 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Pasal 285 ayat (1) dalam Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 
221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1 dijelaskan bahwa 
“setiap orang yang3 mengemudikan3 Sepeda3 Motor3 di3 jalan3 yang3 3tidak 
memenuhi3 syarat3 teknis3 dan3 laik3 jalan3 yang meliputi kaca spion, klakson, 
lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat 
pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud 
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dalam pasal 106 ayat (3) jucto pasal 48 ayat(2) dan ayat (3) dipidana kurungan 
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus 
lima puluh ribu)” 
Jika dilihat dari subjeknya pasal ini menunjukkan kepada para pengendara 
yang7 mengemudikan7 sepeda7 motor7 di7 jalan7 raya7 secara7 7keseluruhan 7tanpa 
terkecuali7 karena7 7adanya 7kata-kata “setiap orang yang mengemudikan sepeda motor 
di jalan”. Setiap orang yang dimaksud adalah setiap orang yang berkendara sepeda 
motor di jalan. 
Subjek yang dituju dalam pasal ini adalah syarat kelengkapan dari sebuah 
kendaraaan sepeda motor di jalan, “kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, 
lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan 
kedalaman alur ban”. 
1. Kaca1 spion1 adalah1 cermin1 yang1 digunakan1 di1 sepeda1 1motor 1untuk 
melihat1 keadaan1 atau1 lalu1 lintas1 yang1 ada1 di1 belakang1 1kendaraan, 1atau 
pada1 saat1 1memundurkan 1kendaraan, ataupun1 untuk1 1melihat 
kebelakang1 pada1 saat1 akan1 1membelok/pindah 1lajur 1lalu 1lintas. 
2. Klakson adalah trompet elektromekanik atau sebuah alat yang 
membuat pendengarnya waspada 
3. Lampu utama ini1 hanya1 dinyalakan1 ketika1 malam1 1hari, 1tapi 1sejak 
berlakunya1 1Undang-undang 1Republik 1Indonesia 1No 122 1tahun 12009 
tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 angkutan1 jalan1  1pasal 1 07 1ayat 12     
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“pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu 
utama pada siang hari”, 
 Lampu1 depan1 juga1 harus1 menyala1 pada1 siang1 1hari. 
4. Lampu Rem Fungsinya1 untuk1 memberi1 tahu1 posisi1 kendaraan1 1kita 
kepada1 1kendaraan-kendaraan 1lain 1di 1belakang. 1kedua 1menyala 1ketika 
kita1 1mengerem. 1Nyalanya 1lebih 1terang. 1Fungsinya 1tentu 1saja 1untuk 
memberi1 tahu1 kalau1 kita1 sedang1 1mengerem. 
5. Lampu Penunjuk arah/ Lampu3 sein3 berfungsi3 sebagai3 indikator3 3pada 
kendaraan3 ketika3 berbelok3 yang3 dibuat3 dengan3 tujuan3 3untuk 
mengurangi3 risiko3 3kecelakaan 
6. Speedometer adalah sebuah alat pengukur kecepatan kendaraan darat, 
yang merupakan perlengkapan standar setiap kendaraan yang 
beroperasi di jalan. 
7. Knalpot/ Sistem pembuangan adalah saluran untuk membuang sisa 
hasil pembakaran pada mesin pembakaran dalam 
8. Kedalaman alur ban adalah alas kaki dari sebuah kendaraan bermotor 
dan biasanya ada masa dari pemakaiannya. 
Akibat dari pelanggaran pasal ini mengatakan bahwa “dipidana kurungan 2 
paling2 lama2 21 2 (satu) 2 2bulan” 2dan 2atau 2diberi 2sanksi 2denda “2denda 2paling 2banyak 
Rp250.000,00 (2dua 2ratus 2lima 2puluh 2ribu)  
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Hukuman kurungan merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan 
dari hukuman penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman 
yang terhukum. 
Denda adalah bentuk hukuman2 yang2 melibatkan2 uang2 yang2 harus2 2dibayarkan 
dalam2 jumlah2 2tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya 
tetap, dan denda harian, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. 
Undang-Undang2 Republik2 Indonesia2 Nomor2 222 Tahun2 20092 tentang2 2Lalu 
Lintas2 dan2 2Angkutan 2Jalan 2telah 2ditetapkan 2dalam 2Rapat 2Paripurna 2DPR 2RI 2pada 
tanggal2 2 6 2Mei 2 009 2yang 2kemudian 2disahkan 2oleh 2Presiden 2RI 2pada 2tanggal 2 2 
Juni2 2 009. Undang-Undang2 ini2 adalah2 kelanjutan2 dari2 2Undang-Undang2 2Nomor 214 
Tahun2 21992, terlihat2 bahwa2 kelanjutannya2 adalah2 merupakan2 pengembangan2 2yang 
signifikan2 dilihat2 dari2 jumlah2 2clausul 2yang 2diaturnya, 2yakni 2yang 2tadinya 216 2bab 
dan2 742 2pasal, 2menjadi 2 2 2bab 2dan 2326 2pasal. 
Selanjutnya di1 dalam1 batang1 tubuh1 di1 jelaskan1 1bahwa 1tujuan 1yang 1hendak 
dicapai1 oleh1 1Undang-Undang 1ini 1adalah : 
1. Terwujudnya1 1pelayanan 1Lalu 1Lintas 1dan 1Angkutan 1Jalan 1yang 1aman, 
1selamat, 1tertib, 1lancar, 1dan 1terpadu 1dengan 1moda 1angkutan 1lain 1untuk 
mendorong1 1perekonomian 1nasional, 1memajukan 1kesejahteraan 1umum, 
memperkukuh1 1persatuan 1dan 1kesatuan 1bangsa, 1serta 1mampu 1menjunjung 
tinggi1 martabat1 1bangsa; 
2. Terwujudnya1 etika1 berlalu1 lintas1 dan1 budaya1 1bangsa; 1dan 
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3. Terwujudnya1 penegakan1 hukum1 dan1 kepastian1 hukum1 1bagi 1masyarakat. 
Undang-Undang1 ini1 berlaku1 untuk1 membina1 dan1 1menyelenggarakan 1Lalu 
Lintas1 1dan 1Angkutan 1Jalan 1yang 1aman, 1selamat, 1tertib, 1dan 1lancar 1melalui: 
1. Kegiatan1 gerak1 pindah1 1Kendaraan, 1orang, 1dan/atau 1barang 1di 1Jalan; 
2. Kegiatan1 yang1 menggunakan1 1sarana, 1prasarana, 1dan 1fasilitas 1pendukung 1Lalu 
Lintas1 dan1 Angkutan1 1Jalan; dan 
3. Kegiatan1 yang1 berkaitan1 dengan1 registrasi1 dan1 1identifikasi 1Kendaraan 
Bermotor1 dan1 1Pengemudi, 1pendidikan 1berlalu 1lintas, 1Manajemen 1dan 













                                                            
18 Dikutip dari https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-






Metode adalah cara yang di pakai untuk mencapai tujuan. Metode penelitian 
merupakan suatu cara yang di gunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan 
membandingkan dengan standar uuran yang telah di tentukan.
19
 Menurut1 1Soerjono 
1Soekanto, 1penelitian 1merupakan 1suatu 1usaha 1untuk 1menganalisa 1serta 1mengadakan 
konstruksi1 1secara 1metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian merupakan 
sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu 
pengetahuan. Penelitian empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan 1di 
masyarakat1 dengan1 maksud1 dan1 tujuan1 menemukan1 1fakta (fact1 1finding), kemudian 
diteruskan dengan menemukan masalah (problem finding), menuju pada idantifikasi 
masalah (problem identification) dan terakhir mencari penyelesaian masalah 
(problem solution). 
A.1.Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian1 yang1 digunakan1 dalam1 penelitian1 ini1 adalah1 1penelitian 
hukum1 yuridis1 empiris11 karena1 meneliti penerapan pada pasal 285 dalam Undang-
Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 
Angkutan1 Jalan1 di kota Surabaya. Metode penelitian hukum yuridis 1empiris 
adalah1 suatu1 metode1 penelitian1 hukum1 yang1 berfungsi1 untuk1 1melihat 1hukum 
dalam1 artian1 1nyata 1dan 1meneliti 1bagaimana 1bekerjanya 1hukum 1di 1lingkungan 
                                                            




1masyarakat. Dapat1 dikatakan1 bahwa1 penelitian1 hukum1 yang1 diambil1 1dari 1fakta-
fakta 1yang 1ada 1di 1dalam 1suatu 1masyarakat, badan1 1hukum 1atau 1badan 1pemerintah.  
 
A.2. Pendekatan Penelitian  
 Metode pendekatan1 yang1 digunakan1 dalam1 penelitian1 ini1 adalah1 1pendekatan 
yuridis1 1sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan 
mengkonsepsikan hukum sebagai instusi sosial1 yang1 riil1 dan1 fungsional1 1dalam 
sistem1 1kehidupan 1yang 1nyata
20
. Pengertian yuridis menurut ilmu hukum dan 
pengertian sosiologis adalah ilmu yang meliputi segala macam hal tentang 
masyarakat1 dengan1 menyerap1 1ilmu-ilmu 1sosial 1yang 1lain. Pendekatan yang 
diterangkan diatas, merupakan pendekatan yang digunakan penulis untuk 
mengetahui bagaimana penerapan pasal 285 ayat (1) dalam Undang-Undang1 
Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 
Jalan1 di kota Surabaya, dan apa hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota 
Besar Surabaya terhadap penganda Vespa produksi sebelum 1980. 
A.3.Lokasi 
Penelitian ini dilaksanakan di kantor Satuan1 Lalu1 Lintas1 Kepolisian1 1Resor 
Kota1 Besar1 1Surabaya, Jl. Manyar Kertoarjo No.1, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, 
Kota Surabaya, Jawa Timur. Terletak 7,2Km dari POLRESTABES Surabaya, dan 
3,7Km dari Kantor Wali Kota Surabaya. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya 
membawahi 23 Kepolisian Sektor yang tersebar di Surabaya Pusat, Surabaya 
                                                            




Selatan, Surabaya Timur, Surabaya Barat. Pemilihan tempat ini karena Surabaya 
merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya 
sebagai kota besar yang memiliki jumlah penduduk 2.848.583 jiwa.
21
 Hal tersebut 
menjadikan Kota Surabaya memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Pada tahun 
2017 ada dilakukannya penindakan kepada pelanggar lalu lintas terhadap 
pengendara sepeda motor berjumlah 201.984 pelanggar dari data Kepolisian 
Resor Kota Besar Surabaya bagian SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas) dari 
jumlah pelanggar lalu lintas tersebut, Kota Surabaya memiliki tingkat 
pelanggaran lalu lintas lebih tinggi dari kota lainnya di Provinsi Jawa Timur, 
namun tidak ada spesifik jenis kendaraan sepeda motor yang di tilang.  
A.4.Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
a. Data Primer  
Data1 primer1 1merupakan 1data 1dan 1informasi 1yang 1diperoleh 
melalui1 1Penelitian 1yang 1dilakukan 1langsung kelapangan dengan 
pihak-pihak yang berwenang yang terkait dengan penelitian ini, 
antara lain Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya bagian Satuan 
Lalu lintas dan Pengendara Vespa produksi sebelum tahun 1980. 
b. Data Sekunder  
Data1 Sekunder1 merupakan1 data1 yang1 di1 dapat1 peneliti1 1seperti 
kepustakaan1 1terhadap 1berbagai 1macam 1bacaan yaitu menelaah 
                                                            
21 Dikutip dari https://jatim.bps.go.id/statictable/2016/04/29/330/jumlah-penduduk-dan-laju-
pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2010-2014-dan-2015.html 
diakses tanggal 12 Maret 2018 Pukul 15:00 
37 
 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, literature, jurnal, 
artikel maupun sumber data lainnya yang berkaitan dengan 
permasalahan dan tujuan dari penelitian.  
2. Sumber Data 
a.  Data Primer 
Sumber data primer untuk penelitian skripsi ini diperoleh dari 
hasil studi lapangan serta wawancara yang berkaitan dengan 
penerapan pasal 285  Undang-undang Republik Indonesia No 
22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
terhadap Vespa produksi sebelum tahun 1980, yaitu Kepolisian 
Resor Kota Besar Surabaya bagian Satuan Lalu lintas dan 
Pengendara Vespa produksi sebelum tahun 1980. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder diambil dari penelusuran kepustakaan, peraturan 
perundang-undangan dan artikel yang berkaitan dengan 
penerapan pasal 285  Undang-undang Republik Indonesia No 22 
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu 
Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 






A.5.Teknik Pengambilan Data 
 Data primer merupakan data yang utama untuk mendapatkan data yang 
memiliki relevansi dengan judul penulisan ini, maka penulis melakukan 
pengumpulan data dengan menggunakan 2 jenis data yaitu: 
a. Data Primer  
1) Wawancara 
Wawancara1 adalah1 teknik1 pengumpulan1 data1 yang1 1dilakukan 
melalui1 tatap1 muka1 dan1 tanya1 jawab1 langsung1 1antara 1peneliti 
dan1 1narasumber.Wawancara adalah suatu percakapan yang 
diarahkan pada suatu masalah tertentu1 yang1 dilakukan1 oleh1 1dua 
1pihak, 1yaitu 1pewawancara (yang1 1mengajukan 1pertanyaan) 1dan 
yang1 1diwawancarai (yang1 1memberikan 1jawaban)
22
. Adapun 
wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terarah 
directive interview, Peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-
pertanyaan tertentu dengan membatasi aspek-aspek pengamatan 
terhadap objek penelitian secara langsung. Peneliti juga 
menggunakan1 berbagai1 instrumen1 penelitian1 1seperti 1alat 1bantu 
kamera1 untuk1 merekam1 1jalannya 1wawancara. 
2) Angket (Kuesioner) 
Kuesioner1 merupakan1 metode1 pengumpulan1 data1 1yang 
dilakukan1 dengan1 cara1 memberi1 seperangkat1 1pertanyaan 1atau 
pernyataan1 tertulis1 kepada1 responden1 untuk1 1dijawab. Kuesioner 
                                                            
22 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.135 
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digunakan1 bila1 jumlah1 responden1 cukup1 besar1 dan1 tersebar1 1di 
wilayah1 1yang 1luas. Dalam penelitain ini dilakukan kuesioner 
terbuka, kuesioner1 terbuka1 adalah1 kuesioner1 yang1 1memberikan 
kebebasan1 kepada1 1objek 1penelitian 1untuk 1menjawab.. 
3) Observasi 
Observasi1 adalah1 metode1 1pengumpulan 1data 1yang 1kompleks 
karena1 1melibatkan 1berbagai 1faktor 1dalam 1pelaksanaannya. 
Dalam hal ini peneliti langsung mendatangi lokasi penelitian 
yaitu wilayah kerja Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya 
bagian Satuan Lalu Lintas, sehingga mendapatkan data konkret 
berkenaan dengan penelitian penulis. 
b. Data Sekunder 
Pengolahan data sekunder peneliti menggunakan metode studi 
dokumentasi ataupun kepustakaan, metode ini merupakan pencarian dan 
pengumpulan data mengenai hal-hal ataupun catatan, buku-buku, 
majalah dan lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian
23
. 
Dokumntasi juga diartikan sebagai pengumpulan1 data1 1melalui 
peninggalan1 1tertulis, 1terutama 1berupa 1arsip-arsip 1dan 1termasuk 1juga 
buku-buku1 1tentang 1pendapat, 1dalil, 1hukum, 1dan 1lain-lain 1yang 
berhubungan1 dengan1 masalah1 1penyidikan 
24
. Dalam studi kepustakaan 
                                                            
23 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT . Raja Grafindo Persada, 2003, 
hlm231 
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ini peneliti menggunakan buku peneliti menggunakan buku, arsip, 
penelitian, penelusuran Internet untuk melengkapi penelitian ini. 
A.6.Populasi, Sampel dan Responden 
1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik 
tertentu.
25
 Populasi merupakan seluruh obyek, seluruh individu, seluruh 
gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, 
tingkah laku, pola sikap, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau 
karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang di teliti.
26
 Dalam 
penelitian ini penulis mengambil populasi yaitu Kepolisian Resor Kota 
Besar Surabaya. 
2. Sampel 
Sampel1 adalah1 bagian1 dari1 1populasi
27
 yang masih memiliki ciri-ciri 
utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. 
Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling, 
yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. 
Sampel dalam penelitian ini adalah SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas) 
POLRESTABES (Kepolisian Resor Kota Besar) Surabaya dan 
Club/Komunitas Vespa di kota Surabaya 
3. Responden  
                                                            
25 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.65 
26 Johan Nasution, Bahder Metode Penelitian Hukum. Mandar Maju: Bandung. 2008. Hlm 145 
27 Hadari Nawiwi Op.Cit.hlm.144 
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Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk 
kepentingan penelitian . Responden dalam Skripsi ini terdiri dari: 
a) Kepala Bagian Tilang Polrestabes Surabaya: Aiptu  Maksum 
b) Staf TURJAWALI (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, 
Patroli): Aiptu Resi Wintolo 
c) Ketua Vespa Cowboy Surabaya : Nik Adam Rizali 
 
A.7.Teknik Analisis1 Data1  
 Teknik1 analisis1 data1 di1 dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi 
yaitu diskriptif analisis adalah yang diteliti dengan cara memaparkan data primer 
dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan 
pengamatan kemudian diinterpretasikan lalu ditarik kesimpulan terhadap 
Penerapan pasal 285 Undang-undang Republik Indonesia No 22 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan Vespa produksi sebelum tahun 
1980 
A.8.Defenisi Operasional 
1. Penegakan5 hukum5 adalah5 kegiatan5 menyerasikan5 hubungan5 5nilai-nilai 
yang5 terjabarkan5 didalam5 5kaidah-kaidah/pandangan 5nilai yang5 benar5 5dan 
sikap5 tindak5 sebagai5 rangkaian5 penjabaran5 5nilai 5tahap 5akhir 5untuk 
5menciptakan, 5memelihara 5dan 5mempertahankan 5kedamaian pergaulan 
hidup. 
2. Polisi adalah suatu1 pranata1 umum1 sipil1 yang1 menjaga1 1ketertiban, 
keamanan1 dan1 penegakan1 1hukum 1diseluruh 1wilayah 1Negara. 
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3. Pelanggaran3 adalah3 perbuatan3 yang3 bersifat3 melawan3 3hukumnya 3baru 
dapat3 diketahui3 setelah3 3ada 3undang-undang 3yang 3menentukan 3demikian. 
4. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh mesin, 
kendaraan roda dua yang berkapasitas penumpang dua orang yang 
dilengkapi dengan kaca spion, lampu utama, lampu penunjuk arah, dan 
tujuannya agar mempercepat mobilisasi kegiatan manusia. 
5. Vespa Produksi Sebelum Tahun 1980 adalah Kendaraan roda dua yang 
memiliki mesin, pada dasar produksinya tidak di lengkapi dengan lampu 
penunjuk arah dan kaca spion. Kendaraan 2 TAK atau mesin yang 
menggerakkan piston sebanyak 2 kali. 
 
B.Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pemahaman materi, maka penelitian ini dibagi menjadi 
5 (lima) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Di bawah 
ini adalah uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut: 
Bab I. Pendahuluan 
Pada bagian ini berisi mengenai latar1 belakang1 1masalah, 1rumusan 
1masalah, 1tujuan 1dari 1penelitian, 1manfaat 1penelitian, dan sistematika penulisan 
untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap sistematika skripsi ini. 
Bab II. Tinjauan Pustaka 
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Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian dan istilah serta 
aturan-aturan yang berhubungan dengan Penerapan pasal 285 Undang-
Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan terhadap kendaraan Vespa produksi sebelum tahun 1980. 
Sumber-sumber pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam bab ini diperoleh 
dari literatur , jurnal, dan informasi-informasi dari internet yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas oleh peneliti. 
Bab III. Metode Penelitian 
Dalam bab ini, dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan yang 
dipakai hingga analisis bahan hukum. Adapun isi dari bab ini meliputi: 
 a. Jenis Penelitian ; 
 b. Jenis Pendekatan ; 
 c. Alasan Pemilihan Lokasi ; 
 d. Sumber Data ; 
 e. Teknik Pengumpulan Data ; 
 f. Populasi, Sampel dan Responden  
 g. Teknik Analisis Data ; 
 h. Defenisi Operasional ; 
Bab IV. Hasil dan Pembahasan 
Dalam bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang antara lain 
mengenai gambaran lokasi penelitian secara umum, kondisi di lapangan, 
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kendala dan upaya untuk mengatasi masalah dalam Penerapan pasal 285 
Undang-Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan Vespa produksi sebelum tahun 1980, 
serta analisis dan pembahasan yang diberikan oleh peneliti terhadap data 
primer dan data sekunder yang diperoleh selama penelitian. 
Bab V. Penutup 
Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan 
sendiri ialah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil 
analisis dalam sebuah penelitian. Sedangkan saran ialah usul atau masukan 
dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Dan ke depannya 
masukan yang terdapat di dalam saran bisa ditujukan kepada pihak yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.  
Daftar Pustaka 
Daftar pustaka sendiri berisi sumber atau bahan rujukan yang 
digunakan oleh peneliti dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. 









HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya 
 Dari penelitian yang dilakukan penulis, diketahui bahwa Kepolisian Resor 
Kota Besar Surabaya yang beralamat di Jl. Sikatan No.1, Krembangan Sel., 
Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Yuridiksi wilayah kerja meliputi seluruh 
kota Surbaya. bahwa Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya membawahi 23 
Kepolisian Sektor (polsek) yaitu:
28
 
Tabel A.1 Daftar POLSEK dibawah POLRESTABES Surabaya 
Surabaya Pusat Surabaya Selatan Surabaya Timur  Surabaya Barat 
Polsek Tegalsari Polsek Dukuh Pakis Polsek Gubeng Polsek Pakal 
Polsek Simokerto Polsek Gayungan Polsek Mulyorejo Polsek 
Sukomanunggal 
Polsek Genteng Polsek Jambangan Polsek Rungkut  Polsek Lakarsantri 
Polsek Bubutan Polsek Sawahan Polsek Sukolilu Polsek Tandes  
 Polsek Wiyung  Polsek Tambaksari Polsek Benowo 
 Polsek Wonocolo Polsek Tenggilis 
Mejoyo 
 
 Polsek Wonokromo   
 Polsek Karang PIlang   
  Sumber: Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Maret 2018 
                                                            
28 Sumber: Data Primer, Diolah, 2018 
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 Sebagaimana peraturan Kapolri Nomor4 234 Tahun4 20104 tentang4 4Susunan 
Organisasi4 dan4 Tata4 Kerja4 pada4 tingkat4 Kepolisian4 Resor4 4Kota 4Besar. Memiliki 
struktur sebagai berikut 
Bagan A.1 
Sturktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Besar 




Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Bertugas melaksanakan Turjawali (Pengaturan 
Penjagaan Pengawalan dan Patroli) lalu lintas, Dikmaslantas (pendidikan masyarakat 
lalu lintas), pelayanan1 1registrasi dan1 identifikasi1 kendaraan1 bermotor1 dan1 1pengemudi, 
penyidikan1 kecelakaan1 lalu1 lintas1 dan1 1penegakan 1hukum 1di 1bidang 1lalu 1lintas.  
Bagan A.1.1 
Sturktur Organisasi Satuan Lalu Lintas 




Kantor Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, beralamat di Jl. 
Manyar Kertoarjo No.1, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. 
Keterangan bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi SATLANTAS 
Surabaya, sebagai berikut: 
1. Kasat Lantas 
Kasat5 5Lantas, 5adalah 5unsur 5pelaksana 5pada 5tingkat 5Mapolres 5yang 5bertugas 
memberikan5 5bimbingan 5teknis 5atas 5pelaksanaan 5Fungsi 5Lalu 5Lintas 
dilingkungan5 Polres5 serta5 menyelenggarakan5 dan5 melaksanakan5 5Fungsi 
tersebut5 yang5 bersifat5 terpusat5 pada5 tingkat5 wilayah/antar5 Polsek5 5dalam 
rangka5 mendukung5 pelaksanaan5 tugas5 operasional5 pada5 tingkat5 5Polres. 
2. KAUR BIN OPS (Kepala Urusan Pembinaan Operasi) 
Bertugas membantu4 Kasat4 Lantas4 4merumuskan 4dan 4mengembangkan 
prosedur4 4dan 4tata 4cara 4kerja 4tetap 4bagi 4pelaksanaan 4fungsi 4lalu 4lintas 4serta 
4mengawasi, 4mengarahkan dan4 mengevaluasi4 4pelaksanaannya. 
3. KAUR MINTU (Kepala4 Urusan4 Administrasi4 dan4 4 Ketatausahaan) 
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Bertugas4 menyelenggarakan4 urusan4 4 administrasi, 4 urusan 4 ketatausahaan 4 dan 
urusan4 4 dalam, 4 termasuk pelayanan4 keuangan4 di4 lingkungan4 4 satlantas 4 yang 
berada4 di bawah Kaur1 Bin1 Ops1  dan1 bertanggung1 jawab1 kepada1 1satlantas. 
4. KANIT DIKYASA  (Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa) 
Unit Dikyasa1 bertugas1 1memberikan 1pendidikan 1masyarakat 1tentang 1lalu 1lintas 
(Dikmas1 1Lantas) kepada1 masyarakat1 1terorganisir 1maupun 1tidak 1terorganisir, 
melakukan1 1penerangan  1kepada 1mayarakat 1dan 1melakukan 1kegiatan 1rekayasa 
lantas1 untuk1 pencegahan1 terjadinya1 gangguan1 1keamanan, 1ketertiban, 
kelancaran1 dan1 keselamatan1 dibidang1 lalu1 1lintas. 
5. KANIT TURJAWALI (Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan 
Patroli) 
Bertugas Melaksanakan kegiatan turjawali dan pendidikan 1terhadap 
pelanggaran1 lalu1 lintas1 dalam1 rangka1 penegakan1 1hukum. 
6. KANIT REG IDENT (Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi) 
Bertugas penyelenggaraan pelayanan Polri dari fungsi Satuan Lalu Lintas 
dalam bidang1 registrasi1 dan1 1identifikasi 1Kendaraan 1Bermotor 1dan 1pengemudi. 
Dipimpin1 oleh1 Kepala1 unit1 Registrasi1 dan1 Identifikasi1 disingkat1 Kanit Reg 
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Ident yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Kepala 
Satuan Lalu Lintas. 
7. KANIT LAKA (Kepala Unit Pelayanan Kecelakaan) 
Unit Laka lantas bertugas5 menyelenggarakan5 administrasi5 5Penyidikan 5perkara 
kecelakaan5 lalu5 lintas5 sehingga5 setiap5 perkara5 5kecelakaan 5lalu 5lintas 
menperoleh5 kepastian5 hukum5 dan5 terselenggaranya5 5keamanan, 5keselamatan 
dan5 ketertiban5 5serta 5kelancaran 5lalu 5lintas. 
B. Penerapan pasal 285 Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 
tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1 terhadap1 
kendaraan1 Vespa produksi sebelum tahun 1980 
Di tahun 2017 Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya bagian Satuan Lalu 
Lintas dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan Operasi Razia rutin 
setiap hari dan beberapa Razia pokok yaitu
29
: 
a. Operasi Bidang Lantas 
1. Operasi Simpatik Semeru 
2. Operasi Patuh Semeru 
3. Operasi  Zebra Semeru 
                                                            




b. Operasi Khusus Hari Besar Nasional 
1. Operasi Ketupat 
2. Operasi Lilin 
Berikut penjelasan dari beberapa Operasi tersebut. 
a. Operasi Bidang Lantas 
1. Operasi Simpatik Semeru adalah program1 Polri1 di1 1seluruh 
Indonesia1 1yang 1dilaksanakan 1serentak operasi ini4 
mengedepankan4 langkah4 preventif4 atau4 upaya4 4pencegahan 
terhadap4 4pelanggaran 4lalu 4lintas 4dan 4bukan 4tilang. Setelah 
melakukan apel dilakukan pembagian5 brosur5 untuk5 5mengawali 
Operasi5 Simpatik5 Semeru5 52017. 5Brosur 5itu 5dibagikan 5kepada 
pengendara5 yang5 melintas5 di5 depan5 5Polrestabes 5Surabaya. 1Isi 
brosur1 1itu 1adalah 1imbauan 1bagi 1pengguna 1jalan 1agar 
memperhatikan1 1kesehatan 1sebelum 1mengemudi 1dan 1imbauan 
pemeriksaan1 1kondisi 1kendaraan 1dan 1persiapan 1surat 
1kendaraan. Tujuan dari operasi ini untuk meminimalkan 1 1angka 
kecelakaan1 1di 1bulan 1Maret. Karena1 angka1 kecelakaan1 1dan 
korban1 meninggal1 dunia1 1di 1bulan 1Februari 1menurun 1 8% 
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dibanding1 1bulan 1Januari. 1Pada 1Januari 1terdapat 150 1kecelakaan 
dengan1 1 4 1korban 1meninggal 1dunia. 1Sementara 1pada 1bulan 
Februari1 1terdapat 141 1angka 1kecelakaan 1dengan 18 1korban 
meninggal1 1dunia. Operasi ini digelar digelar 1-21 Maret 2017. 
2. Operasi Patuh Semeru adalah operasi terpusat jajaran Polri 
operasi1 ini1 1mempunyai 11target 1untuk 1menekan 1angka 
kecelakaan1 lalu1 1lintas, 1terutama 1kecelakaan 1yang 1memiliki 
fatalitas1 luka1 berat1 dan1 meninggal1 1dunia. Secara1 1jangka 
1panjang, 1operasi 1cipta 1kondisi 1ini 1pada 1ujungnya 1menuju 1pada 
arus1 balik1 dan1 1mudik 1selama 1Idul 1Fitri. Operasi1 Patuh1 1ini 
memang1 menindak1 atau1 menilang1 1pengguna 1jalan demi 
kebaikan pengguna jalan sendiri. Operasi3 Patuh3 Semeru3 20173 
ini3 melibatkan3 3199 3personel. Selain3 3itu, dilibatkan3 juga3 
3personel TNI. Razia1 atau1 patroli1 secara1 stasioner1 1untuk 
mencari1 1pelanggar 1yang 1melakukan 1pelanggaran 1yang 1sifatnya 
untuk1 1menurunkan 1angka 1kecelakaan. Pelanggaran1 1seperti 
tidak1 1mengenakan1 helm, 1sabuk keselamatan, melanggar 11rambu, 
marka, 1batas 1kecepatan 1dan 1angkutan 1barang 1digunakan 
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mengangkut orang. Malam1 hari1 juga1 kami adakan patroli untuk 
merazia balap liar. Operasi ini digelar mulai 9-22 Mei 2017. 
3. Operasi Zebra Semeru adalah menciptakan4 situasi4 lalu4 4lintas 
yang4 aman4 tertib4 lancar4 pada4 lokasi4 rawan4 4kecelakaan. 4Selain 
itu4 juga4 untuk4 4menekan 4angka 4kecelakaan 4serta 4meningkatkan 
kepatuhan4 disiplin4 4masyarakat 4dalam 4berkendara. 4Operasi 
Zebra4 ini4 lebih4 4mengedepankan 4pola penegakan4 4hukum 4dan 
upaya4 pencegahan4 atau4 4edukasi 4kepada 4pengguna 4jalan. 
Dalam3 operasi3 Zebra3 ini3 803 persennya3 adalah3 3penegakan 
hukum3 terhadap3 pengendara3 yang3 melanggar3 lalu3 lintas3 3yang 
dapat3 menyebabkan3 kecelakaan3 3fatal. 3Sementara 3dalam 
operasi3 dengan3 3sandi 3Semeru 3ini 3melibatkan 3240 3personel 
Polda3 Jatim3 dan3 satuan3 wilayah jajaran Polda Jatim 2.317 
personel. Di gelarnya operasi Zebra Semeru ini berlangsung 1-
14 November 2017.  
b. Operasi Khusus Hari Besar 
1. Operasi Ketupat Semeru adalah kesiapan dari lembaga 
kepolisian  dalam menghadapi mudik Lebaran kecelekaan lebih 
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banyak di sebabkan oleh1 padatnya1 arus1 lalu1 lintas1 1terutama 
menjelang1 akhir1 1ramadhan, sehingga tabrakan tidak bisa di 
hindari . Operasi Ketupat semeru di lakukan selama 16 hari 
mulai tanggal 22 Juni 2017 – 1 Juli 2017. 
2. Operasi Lilin Semeru adalah Pengamanan Natal 2017 dan 
Tahun Baru 2018 diwilayah Jawa Timur Operasi tersebut, 
dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari dengan mengedepankan 
kegiatan Satgas Turbinjali, Kamseltibcarlantas dan Lidik Sidik 
didukung Satgas Banops dalam rangka pengamanan Natal 
20171 dan1 Tahun1 1Baru 12018. Sasaran1 meliputi, Potensi 
gangguan (PG), kondisi geografis, demografi sumber daya 
alam, sosial1 1politik, sosial1 1ekonomi, 1sosial 1budaya, 1aspek 1dan 
1keamanan, serta Gangguan Nyata (GN), kriminalitas, bencana 
alam, gangguan kamseltibcarlantas, kecelakaan 
transportasi. Kekuatan personal yang dilibatkan dalam Operas 
Lilin Semeru 2017 sebanyak 12.148 (dua belas ribu seratus 










































































































Dari Tabel B.1 telah menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh 
pengendara sepeda motor di tahun 2017. Kendaraan sepeda motor yang melanggar dan di 
lakukan tindakan langsung sebanyak 201.984 pengendara yang melanggar. Jenis 
pelanggaran yang dilakukan para kedaraan bermotor akan di jelaskan dalam tabel berikut: 
Tabel B 1.1 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas periode bulan Januari-Desember 
2017 




Light on 6.365 
TNKB 1.215 
Rotator 70 
Rambu-rambu  53.751 
Perlengkapan 6.658 
Helm 18.023 
Tanpa STNK/KIR 15.048 




Sumber:Data Sekunder, Dioleh, Maret 2018 
Banyaknya pengendara yang tidak taat akan kelengkapan dari kendaraannya 
seperti dalam tabel B.1.1 pelanggar yang tidak memenuhi syarat kelengkapan seperti 
dalam pasal 285 Undang-undang Republik Indonesia No 22 tentang Lalu lintas dan 
Angkutan Jalan, 6.658 pelanggar di tahun 2017. Namun yang paling banyak melanggar 
adalah tidak dapatnya menunjukkan SIM (Surat Izin Mengemudi) pasal 288 ayat 2 
Undang-undang Republik Indonesia No 22 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, 
87.184 pelanggar di tahun 2017. 
Vespa produksi tahun sebelum 1980 tidak memenuhi syarat kelengkapan sebuah 
kendaraan bermotor sesuai dengan  Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia No 22 
tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan lampu utama pada kendaraan Vespa 
produksi sebelum tahun 1980 tidak secara otomatis, pelanggar Light On pada tahun 2017 
sebanyak 6.365. TNKB ( Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) pelanggarnya sebanyak 
1.215 pelanggar, survey yang di lakukan penulis pengendara Vespa produksi tahun 
sebelum 1980 tidak melengkapi TNKB kendaraannya. 
Dari keseluruhan lapisan masyarakat yang ada di kota Surabaya, pasti 
menggunakan kendaraan untuk mempercepat mobilitas dan mempermudah untuk 
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berpergian ke suatu tempat yang di tuju, berikut tabel para pelanggar lau lintas dilihat 
dari profesi pelanggar: 
Tabel B.1.2 Data Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Profesi periode bulan Januari-
Desember 2017 
Sumber:Data Sekunder, Dioleh, Maret 2018 
Pelanggaran Lalu Lintas 
menurut Profesi 
Jumlah pelanggar di tahun 2017 
TNI/POLRI 0 










Pelanggaran lalu lintas paling sering di lakukan oleh masyarakat yang berprofesi 
Swasta sebanyak 65.839 pelanggar ditahun 2017. Para pelajar di kota Surabaya di urutan 
ke dua paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas 53.260. Melihat Kota Surabaya 
adalah kota terbesar di Indonesia maka pelajar yang ada di kota Surabaya sudah memakai 
kendaraan untuk pergi kesekolah atau ke tempat les mereka. Dalam tabel berikut ini 
memaparkan pelanggar lalu lintas menurut pendidikan  
Tabel B.1.3 Data Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Pendidikan periode bulan 
Januari-Desember 2017 
Pelanggar Lalu Lintas Menurut 
Pendidikan  
Jumlah Pelanggar di Tahun 2017 
S D 35.703 
S L T P 40.129 
S L T A 98.132 
Perguruan Tinggi 37.114 
Lain-lain 25.010 
Sumber:Data Sekunder, Dioleh, Maret 2018 
Dari Tabel B.1.3 para pelajar yang paling banyak dilakukan oleh tingkat S L T A 
(Sekolah Lanjut Tingkat Atas) ditahun 2017 para pelanggar sebanyak 98.132 pelanggar. 
60 
 
Hal tersebut menunjukkan kurang adanya penyuluhan dan pemberian materi tentang lalu 
lintas kepada pelajar yang di lakukan oleh SATLANTAS. 
Menurut Aiptu Resi Wintolo
30
 dalam setiap operasi razia yang paling di prioritas 
kan adalah surat-surat kendaraan seperti SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK ( Surat 
Tanda Nomor Kendaraan karena dianggap Surat-surat adalah syarat yang utama dalam 
berkendara, kemudian ke syarat kelengkapan berkendara pasal 285 Undang-undang 
Republik Indonesia No 22 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. 
  Selama melaksanakan Operasi Razia, polisi pernah dan sangat banyak menindak 
langsung pengendara Vespa Produksi sebelum tahun 1980, pasal yang di gunakan adalah 
pasal 285 Undang-undang Republik Indonesia No 22 tentang Lalu lintas dan Angkutan 
Jalan, syarat teknis dan laik jalan. Namun yang paling mencolok dari pengendara Vespa 
produksi tahun sebelum 1980 adalah STNK yang sudah mati. Menurut kepolisian jika 
STNK yang sudah mati akan di lakukan penindakan yaitu menahan sepeda motor 
sipengendara karena menyangkut Identitas dari kendaraan tersebut.  
Dalam penjelasan Aiptu Resi Wintolo, Vespa produksi sebelum tahun 1980 
bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia No 22 tentang Lalu lintas dan 
Angkutan Jalan.  
                                                            





, Seluruh kendaraan sama di mata hukum dan tidak ada 
pembedaan antara kendaraan yang satu dengan yang lain. Vespa produksi 1980 sama di 
mata hukum tanpa ada pembedaan mengingat Vespa produksi tahun sebelum 1980 adalah 
barang tua. Selama  pengendara Vespa tidak menyalahi aturan tidak akan di lakukan 
penilangan. 
Namun pendapat berdeda  yang temukan penulis melalui waawancara terhadap 
pendapat para pengendara Vespa, Nik Adam Rizali
32
 selaku Pembina komunitas Vespa 
Cowboys Surabaya. Berpendapat bahwa selama berkendara Vespa di Surabaya tidak 
pernah ditilang oleh kepolisian, dan tidak tau keberadaan pasal 285 Undang-undang 
Republik Indonesia No 22 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Menurut beliau Vespa 
produksi tahun sebelum Tahun 1980 layak digunakan dijalan, karena Vespa adalah 
kendaraan bermotor yaitu sepeda motor mengingat pasal 1 nomor 20 Undang-undang 
Republik Indonesia No 22 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan: 
“Sepeda Motor1 adalah1 Kendaraan1 Bermotor1 beroda1 dua1 dengan1 atau1 tanpa1 
1rumah-rumah1 dan1 dengan1 atau 1tanpa 1kereta 1samping 1atau 1Kendaraan 1Bermotor 
1beroda 1tiga 1tanpa 1rumah-rumah” 
                                                            
31 Wawancara dengan personil Baur Tilang, Aiptu Maksum, Tanggal 2 Maret 2018 
32 Wawancara dengan Pembina Vespa Cowboy Surabaya, Nik Adam Rizali, Tanggal 2 Maret 2018 
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Selama berkendara di jalan raya harus mematuhi keseluruhan peraturan yang ada 
karena akan meningkatkan keamaan selama berkendara dan tidak membahayakan dengan 
pengendara lain. Kepolisan berhak menilang para pengendara yang tidak sesuai dengan 
peraturan yang telah di tetapkan. Berikut data para pengendara Vespa sebelum produksi 
tahun 1980 yang di tilang. 
Diagram B.1: Data Pengendara Vespa 
Sumber:Hasil Angket, Dioleh, Maret 2018 
Dari Gambar B.1 menunjukkan bahwa pengendara Vespa produksi sebelum tahun 
1980 yang berkendara di Surabaya lebih banyak Tidak pernah di tilang selama 
berkendara. Adapun pengendara yang ditilang bukan
33
 di kenakan pasal 285 Undang-
                                                            
33 Wawancara dengan Pembina Vespa Cowboy Surabaya, Nik Adam Rizali, Tanggal 2 Maret 2018 
Apakah anda pernah di tilang selama 
berkendara Vespa Produksi sebelum tahun 
1980? 




undang Republik Indonesia No 22 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Namun pasal 
288 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 22 tentang Lalu lintas dan Angkutan 
Jalan: 
“Setiap1 orang1 yang1 1mengemudikan 1Kendaraan 1Bermotor 1dijalan 1yang 1tidak 
dapat1 1menunjukkan 1Surat 1Izin 1Mengemudi 1yang 1sah 1sebagaimana 1di 1maksud 
dalam1 Pasal1 106 1ayat (5) 1huruf 1b 1dipidana1 1dengan 1pidana 1kurungan 1paling 1lama 
11 (satu) 1bulan1 dan/atau1 denda 1paling 1banyak Rp250.000,00 (dua1 ratus1 1lima 











Diagram B.2: Data Pengendara Vespa 
Sumber:Hasil Angket, Dioleh, Maret 2018 
Dari Gambar B.2 bahwasanya kebanyakan pengendara Vespa produksi sebelum 
tahun 1980 di Kota Surabaya tidak mengetahui bahwa adanya pasal 285 Undang-undang 
Republik Indonesia No 22 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang menyangkut 
tentang kelengkapan dan laik jalan sebuah kendaraan bermotor. Dapat di lihat dari hasil 
persentase bahwa 70% pengendara vespa tidak mengetahuai Undang-undang tersebut. 
Pasal 285 Undang-undang Republik Indonesia No 22 tentang Lalu lintas dan Angkutan 
Jalan 
“Setiap1 orang1 yang11 mengemudikan11 1Sepeda1 1Motor1 1di 1jalan1 1yang1 1tidak1 1memenuhi 
persyaratan1 teknis 1dan 1laik 1jalan 1yang 1meliputi 1kaca 1spion, 1klakson, lampu 












Apakah anda tahu keberadaan Pasal 285 Undang-
undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009





kecepatan, 1knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana di maksud dalam pasal 
106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat(2) dan ayat (3) di pidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan1 atau 1denda 1paling 1banyak 1Rp250.000,00 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)” 
Dari keseluruhan data yang di kumpulkan penulis membuktikan bahwa adanya 
tidak kesesuaian antara penegak hukum yaitu Kepolisan Resor Kota Besar Surabaya 
dengan pengendara Vespa produksi sebelum tahun 1980 di Kota Surabaya. Hasil 
wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepolisan berbeda dengan apa yang di 
temukan penulis saat wawancara dengan pengendara Vespa produksi sebelum tahun 1980 
di Kota Surabaya. 
Peraturan-peraturan yang ada, tidak di tegakkan sebagaimana harusnya sesuai 
dengan Undang-undang. Undang-undang yang dibuat tidak melihat kondisi dari 
masyarakat Kota Surabaya. Penerapan pasal 285 Undang-undang Republik Indonesia No 
22 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan belum tepat sasaran penerapannya di kota 





C. Hambatan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dalam 
menerapkan  pasal 285 Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 
tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1 tahun terhadap kendaraan vespa 
produksi sebelum tahun 1980 
  Dengan melihat luasnya kota surabaya ada beberapa penghambat dalam penerapan 
pasal 285 Undang-Undang1 Republik1 Indonesia Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 
Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1, yaitu
34
: 
1. Pengendara Vespa produksi sebelum tahun 1980 menghindar untuk di tilang 
Hukum yang dimaksud dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi Negara 
serta harus sesuai dengan kebutuhan dan konsidi masyarakat di mana Undang-
undang tersebut di berlakukan. 
Di kota Surabya masih banyak masyarakat yang mengendarai Vespa produksi 
sebelum tahun 1980 di jalan raya, melihat hal tersebut maka pasal 285 Undang-
Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 
Angkutan1 Jalan1, tidak sepenuhnya di tegakkan di Surabaya karena tidak sesuai 
dengan apa yang seharusnya tertulis di Undang-undang dengan kebutuhan 
masyarakat di kota surabaya. 
 Para pengendara Vespa banyak menolak untuk di tilang dengan alasan bahwa 
Vespa produksi sebelum tahun 1980 adalah barang antik dan langka. Standar 
                                                            
34 Wawancara dengan personil Baur Tilang, Aiptu Maksum, Tanggal 2 Maret 2018 
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kendaraan di atur agar mencegah kecelakaan yang menyebabkan kematian. Para 
pengendara Vespa produksi sebelum tahun 1980 saat SATLANTAS melakukan 
Operasi Razia, pengendara sering melarikan diri dengan cara putar balik 
sembarangan dan sering juga terjadi menerobos petugas. Melihat hal ini 
kurangnya kesadaran pengendara Vespa produksi sebelum tahun 1980 dalam 
menaati peraturan yang ada sesuai dengan Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 
Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1. 
Upaya Penanggulangan: 
a) Polisi tetap melakukan Penilangan terhadap Vespa produksi sebelum 
tahun1980. 
b) Melakukan Opersi Razia dadakan agar para pengendara Vespa Produksi 
sebelum tahun 1980 tidak mengetahui secara langsung titik-titik mana di 
lakukan Operasi Razia yang di lakukan oleh Polisi 
c) Memberikan penyuluhan kepada club/komunitas Vespa tentang Undang-
Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 
dan1 Angkutan1 Jalan1.  
2. Lemahnya peran serta masyarakat Kota Surabaya 
Masyarakat1 adalah1 sekelompok1 orang1 yang1 membentuk1 sebuah1 sistem1 di1 1mana 
sebagian1 1besar 1interaksi 1adalah 1antara 1individu-individu 1yang 1berada 1dalam 
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kelompok1 1tersebut. Hubungan hukum dengan masyarakat sangatlah erat dan tidak 
dapat dipisahkan satu sama lain. Masyarakat adalah tempat bagi berlakunya suatu 
hukum, hukum merupakan sarana utama bagi manusia melalui masyarakat untuk 
memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan 
sewajar mungkin. Di Kota Surabaya masyarakat sangatlah berperan dalam 
penegakan hukum dan membatu penegak hukum.  
Jalan raya adalah sarana yang umum yang di miliki masyarakat untuk melakukan 
mobilitas. Dalam lalu lintas yang di gunakan masyarakat adanya aturan yang 
berlaku demi terciptanya tata tertib berkendara. Masyarakat Kota Surabaya belum 
peka terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Macetnya Kota 
Surabaya terjadi kerena kondisi masyarakat yang tidak taat dengan peraturan lalu 
lintas dan menimbulkan kecelakaan di jalan raya. Lemahnya peran masyarakat 
Kota Surabaya dalam penegakan hukum yang berlaku membuat para penegak 
hukum khususnya Kepolisan bagian Satuan Lalu Lintas  dalam bertindak di jalan 
raya.  
Upaya Penaggulangan: 
a) Kepolisian melakukan pendekatan kepada masyarakat tentang Undang-
undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. 
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b) Kepolisian lebih tanggap terhadap pengaduan terkait lalu lintas dari 
masyarakat. 
c) Masyarakat lebih peka terhadap hukum1 dan1 peraturan-peraturan1 1yang 
berlaku1 agar1 sejalan1 dengan1 hukum1 1yang 1ada. 
3. Kurangnya Personel SATLANTAS POLRESTABES SURABAYA 
Dalam penegakan hukum dibidang Lalu lintas di Kota Surabaya dibutuhkannnya 
aparatur penegak hukum yaitu Polisi Satuan Lalu Lintas yang bertugas untuk 
mengatur keamanan dalam berkendara di jalan raya. Menurut bapak Aiptu 
Maksum
35
 bagian tilang SATLANTAS Surabaya, dalam penerapan Undang-
Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 
Angkutan1 Jalan1, kurangnya personel Lalu Lintas di Kota Surabaya karena Luas 
wilayah kota Surabaya yang Luas.  
Para personel SATLANTAS tidak bisa mencakup secara keseluruhan titik-titik di 
Kota Surabaya tersebut. Kurangnya Sarana dan Fasilitas Pendukung yang 
dimaksud seperti kurangnya kendaraan untuk kepolisian dalam menjalankan 
operasi Razia, Biaya yang di butuhkan dalam melakukan Operasi Razia juga di 
butuhkan selain mengandalkan gaji pokok di Kepolisian untuk menafkahi 
keluarganya. Dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut menurut 
                                                            
35 Wawancara dengan personel Baur Tilang, Aiptu Maksum, Tanggal 2 Maret 2018 
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penjelasan bapak Aiptu Resi Wintolo
36
  di SATLANTAS Surabaya ada unit 
Dikmas Lantas (Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas) yang berfungsi untuk 
memberikan penyuluhan-penyuluhan dan pendekatan  kepada Club/Komunitas 
Motor yang resmi maupun yang tidak resmi. Namun dalam penelitian yang 
dilakukan oleh penulis terhadap komunitas Vespa yang ada di Kota Surabaya, 
para pengendara Vespa produksi sebelun 1980 belum pernah di berikan 
penyuluhan maupun pendekatan oleh Kepolisian SATLANTAS Surabaya. 
Upaya Penanggulangan 
a) Ditambahkannya personel Kepolisian bagaian SATLANTAS (Satuan Lalu 
Lintas) 
b) Menumbuhkan rasa peka terhadap lingkungan Lalu Lintas melalui di 
berikannya pembekalan dari Kepolisian 
c) Memberikan Sarana dan Fasilitas Pendukung kepada Polisi yang 





                                                            







 Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. 
Surabaya memiliki luas sekitar 350,54 km².  Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya 
bagian SATLANTAS telah menjalankan tugas dengan sebagaimana seharusnya di Kota 
Surabaya 
1. Penerapan pasal 285 Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 
tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1 terhadap kendaraan Vespa produksi 
sebelum tahun 1980 
 Dari hasil angket/kuesioner yang telah di kumpulkan penulis, pengendara 
Vespa produksi tahun sebelum 1980 di Kota Surabaya tidak pernah di tilang 
dengan pasal 285 Undang-Undang1 Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 
tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1. Pihak kepolisian SATLANTAS 
POLRESTABES Surabaya tidak mau menerapkan pasal 285 Undang-Undang1 
Republik1 Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 
Jalan1. Pihak kepolisian telah melakukan upaya penyuluhan peraturan-peraturan  
terhadap Club/Komunitas Vespa. Namun dalam kenyataannya Club/Komunitas 





2. Hambatan SATLANTAS dalam penerapan pasal 285 Undang-Undang1 Republik1 
Indonesia1 Nomor1 221 tahun1 20091 tentang1 Lalu1 Lintas1 dan1 Angkutan1 Jalan1 
terhadap Vespa produksi sebelum tahun 1980 yaitu: 
a) Pengendara Vespa produksi sebelum tahun 1980 menghindar untuk di 
tilang 
b) Lemahnya peran serta masyarakat Kota Surabaya  
c) Kurangnya Personel SATLANTAS POLRESTABES SURABAYA 
B. Saran 
Dalam pemakaian kendaraan bermotor, pemerintah membuat kebijakan masa berlakunya 
suatu kendaraan bermotor dan harus ada uji kelayakan kendaraan bermotor tersebut. 
Pemerintah diharapkan mengeluarkan peraturan yang sesuai kebutuhan masyarakat Kota 
Surabaya, menurut pandangan penulis ada beberapa pilihan pemerintah dalam mengawasi 
kendaraan Vespa produksi sebelum tahun 1980 yaitu: 
1. Pihak Kepolisian SATLANTAS Kota Surabaya menindak tegas kendaraan Vespa 
Produksi sebelum 1980 yang tidak sesuai dengan Undang-undang Republik 
Indonesia No 22 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan . 
2. Vespa produksi tahun sebelum 1980 melengkapi sesuai dengan Undang-undang 
Republik Indonesia No 22 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan agar dapat 
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